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KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 51-2/ 2 0lé /BPKAD/ 2024

TENTANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 27 dan
Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

b. bahwa dalam rangka menyusun laporan kinerja sesuai
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu
Menyusun Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
dengan Keputusan Kepala Badan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebgaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Badan tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi
Tengah dan Daerah Tingkat | Sulawesi Tenggara denga
mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960
tentang Pembentukan Daerah Tingkat | Sulawei Utara-Tengah
dan Daerah Tingkat I Sulawei Selatan-Tenggara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2687);




Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023.

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2023 dan Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan
Kepala Badan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024.

Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Palu _
Pada tanggal )9 Jywvesi 2024

~~ .~ KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
/" PROVINSI SULA GAH,

BAHRAN, SE., MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19650101 199003 1 044




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR :

TENTANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN
2023

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 CASCADING KINERJA

Cascading kinerja adalah menurunkan kinerja secara bertahap dan
terbagi habis sampai dengan level paling bawah. Cascading kinerja
disusun dengan tujuan agar organisasi mampu menyelaraskan kinerja
organisasi terhadap kinerja unit kerja maupun kinerja individu dengan
baik, memiliki acuan dalam menilai kinerja organisasi, unit kerja,
maupun individu, serta mampu mengalokasikan dan menggunakan
sumber daya secara efisien dan tepat guna.

Dalam mewujudkan misi Gubernur Tahun 2021-2026, maka BPKAD
mengampu misi kedua yaitu mewujudkan Reformasi Birokrasi,
Supremasi Hukum dan Penegakan nilai-nilai kemanusiaan dan Hak Asasi
Manusiaa. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan
keuangan daerah dan barang milik daerah maka Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah menetapkan tujuan yaitu “Terwujudnya Tata
Kelola Pemerintahan yang Berkualitas (akuntabel, inovatif, efisien, dan
transparan) dengan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
(IPKD).

Sedangkan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
vaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik
daerah dengan indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut ini:




BAGAN 1.1
CASCADING BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
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Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Standar
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Persentase Pengolahan Barang Milik Daerah Sesual Standar |

~

KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Persentase tersedianya buku/ 5K/ Dokumen/ Laporan

pengelolaan BMD
PENYUSUNAN STANDAR Jumlah Standar Harga yang
HARGA Disusun
PENYUSUNAN RENCANA
KEBUTUMAN BARANG MILK | “m:t:f“::_:: g"b”t”ha"
DAERAH 8 Milk Daerch
PENATAUSAHAAN BARANG | Jumiah l"::f':: ok
MILIK DAERAH s aan Sarong Ml
Daerah
Jumlah Laporan Hasil
INVENTARISASI BARANG MILIK | tarisasi (LHI) Barang Milik
DAERAH z
Daerah
PENGAMANAN BARANG MILIK Rnlshizporon tash
Pengamanan Barang Milik
DAERAH
Daerah B
Jumlah Laporan Hasil Penilalan
PENILAIAN BARANG MILIK Barang Milik Daerah dan Hasil
DAERAH Koordinasi Penilaian Barang
Milik Daerah
PENGAWASAN DAN Jumiah Laporan Hasil
PENGENDALIAN Peng 1dan Per dalian
PENGELOLAAN BARANG MILIK Pengelolaan Barang Milik
DAERAH Daerah
OPTIMALISAS| PENGGUNAAN, D’”“::::’.:;":’"e"f“:n
PEMANFAATAN, s e,
PEMINDATANGANAN, Pemindatanganan,

PEMUSNAHAN, DAN

PENGHAPUSAN BARANG MILIK Pemusuzhan; dan

Penghapusan Barang Milik

DAERAH Daerah
REKONSILIASI DALAM RANGKA | Jumiah Laboran e
PENYUSUNAN LAPORAN A " i anon E:‘
BARANG MILIK DAERAH i e
Milik Daerah
PENYUSUNAN LAPORAN Jumiah Laporan Barang Milik
BARANG MILIK DAERAH Daerah yang Disusun
PEMBINAAN PENGELOLAAN Jumlah Orang yang Mengikuti
BARANG MILIK DAERAH Pembinaan Pengelolaan
PEMERINTAH KABUPATEN/ Barang Milik Daerah
KOTA Pemerintah Kabupaten/Kota

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57
Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Sulawesi tengah mempunyai Tugas dan Fungsi
sebagai berikut :
1. Kepala Badan
1. Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan

urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset




yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas

Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

2. Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Badan mempunyai
fungsi;

8. perumusan kebijakan bidang  Anggaran, Akuntansi,
Perbendaharaan, dan Pengelolaan Aset Daerah;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang Anggaran, Akuntansi,
Perbendaharaan, dan Pengelolaan Aset Daerah;

¢. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Anggaran,
Akuntansi, Perbendaharaan, dan Pengelolaan Aset Daerah;

d. pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

2. Sekretaris
1. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan
administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan

Korpri di linglkungan Badan.

2 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

{1), Sekretaris mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja,
pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan
umuin;

b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana
kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum,

C. penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan
administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan
umim;

d. pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan
keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;

e. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan
urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah
tangga dan umun;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan;

g penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan
kesekretariatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh

1 {Satu) Sub Bagian yaitu :




(1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan teknis urusan pengelolaan urusan
kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat;
2. Uraian tugas Sub bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} meliputi:

a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun
rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman,
petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan
urusan Kepegawaian, Rumah Tangga, Umum, dan Korpri;

c. melakukan koordinasi dan pembinaan urusan korpri di
lingkungan Badan;

d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan
urusan kepegawaian dan umum;

e. melaksanakan/ menyiapkan bahan usulan kenaikan
pangkat, kenaikan gaji berkala, pension, penetapan status
kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS,
TASPEN, Kartu Suami/lIsteri, SKP;

f. melaksanakan pengelolaan  persuratan, kehumasan,
dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan Huloum;

g- melaksanakan  pengoordinasian penyusunan  Analisis
Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Peta
Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;

h.melaksanakan pengoordinasian penyusunan Standar
Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimum;

i, melaksanakan/ mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional;

j- melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut
Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen
Kepegawaian;

k. melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan
Upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan
di lingkungan kantor;

1. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan
kegiatan sub bidang kepegawaian dan umun;

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan

pimpinan; dan




n.melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun

dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Sub Bagian

Kepegawaijan dan Umum serta Badan.

3. Bidang Anggaran
1. Bidang Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan

perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi

serta pelaporan terhadap penyelenggaraan bidang Penyusunan

Anggaran, Manajemen Anggaran, dan Evaluasi APBD;

2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

a.

penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di
bidang Penyusunan Anggaran, Manajemen Anggaran, dan
Evaluasi APBD;

penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di bidang
Penyusunan Anggaran, Manajemen Anggaran, dan Evaluasi
APBD;

pelaksanaan kebijakan pengelolaan di bidang Penyusunan
Anggaran, Manajemen Anggaran, dan Evaluasi APBD;
pengkoordinasian  pengelolaan anggaran pendapatan,
pengelolaan anggaran pembiayaan, dan pengelolaan anggaran
belanja daerah;

pengkoordinasian pelaksanasn pembinaan pengelolaan
keuangan daerah pada kabupaten/kota;

penyiapan bahan dan hasil pengelolaan anggaran daerah;
pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala
Badan; dan

penyiapan bahan dan data serta menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang

Anggaran,

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Anggaran
dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang yaitu :

(1} Sub Bidang Penyusunan Anggaran

1.

Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas
menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan,
fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi tethadap
penyelenggaraan di bidang Penyusunan Anggaran.

Uraian tugas Sub Bidang Penyusunan Anggaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:




melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun

program kerja Sub Bidang Penyusunan Anggaran;

. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman

dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang
Penyusunan Anggaran;

melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis
Penyusunan Anggaran dengan unit kerja /instansi terkait;
menyiapkan  bahan dan melakukan pembinaan
pelaksanaan kegiatan rencana Penyusunan Anggaran;
melaksanakan sosialisasi tethadap pedoman dan petunjuk
teknis terkait penyusunan anggaran terhadap seluruh
Perangkat Daerah serta terhadap Kabupaten/Kota;
melaksanakan Penyusunan Rancangan Peratuan Daerah
tentang APBD dan Perubahan APBD serta pengantar nota
keuangan;

melaksanakan Pembinaan Kabupaten /Kota;

- melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan tugas pada Sub Bidang Penyusun
Anggaran;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan; dan

melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang
Fenyusunan Anggaran.

{(2) SubBidang Manajemen Anggaran

1

Sub Bidang Manajemen Anggaran mempunyai tugas

menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan,

fasilitasi, koordinasi, serta pemantanan dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan di bidang Manajemen Anggaran.

Uraian tugas Sub Bidang Manajemen Anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) meliputi:

a.

b.

melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun
program kerja Sub Bidang Manajemen Anggarar;
menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman
dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang
Manzajemen Anggaran;

Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan
Manajemen Anggaran terhadap Rancangan APBD dan




Rancangan perubahan APBD bersama-sama dengan
DPRD Provinsi;

d. melaksanakan penelaahan serta penganalisaan data
dalam rangka mempersiapkan penyusunan AFPBD dan
Perubahan APBD;

e. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Perangkat
Daerah serta menyiapkan data terkait dengan penyusunan
DPA Lanjutan;

f. menyusun kebijakan tentang dana cadangan, penerimaan
pinjaman daerah serta investasi pemerintah daerah;

g. melaksanakan penelitian RKA Perangkat Daerah dan DPA
Perangkai Daerah;

h. melakukan analisa serta Menyusun Bahan Penerbitan
Surat Penyediaan Dana (SPD};

i. melaksanakan menyiapkan data lainnya guna keperluan

Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan

APBD;

melaksanakan Pembinaan Kabupaten /Kota;

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan; dan

Ty

1. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang

Manajemen Anggaran.

4. Bidang Akuntansi

1

Bidang Akuntansi mempunyai fugas melaksanakan perumusan

kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantanan, evaluasi serta

pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang Akuntansi dan

Pelaporan, Akuntansi Manajemen dan Evaluasi

Pertanggungjawabar.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat {1), Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:

a penyusunan program  operasional dan  pengelolaan
administrasi di bidang Akuntansi dan Pelaporan, Akuntansi
Manajemen, dan Evaluasi Pertanggungjawaban;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang Akuntansi dan
Pelaporan, Akuntansi Manajemen, dan Evaluasi
Pertanggungjawaban;

¢. pembinaan dan bimbingan telmis serta pelaksanaan di bidang
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Akuntansi dan Pelaporan, Akuntansi Manajemen, dan

Evaluasi Pertanggungjawaban;

pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang Akuntansi dan
Pelaporar, Alruntansi Manajemen, dan  Evaluasi
Pertanggungjawaban;

pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan;
dan
penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan
menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi
Bidang Akuntansi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang

Akuntansi dibantu oleh 2 {dua) Sub Bidang yaitu :
{1) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan
1. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas

menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi,

koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhradap

penyelenggaraan di bidang Akuntansi dan Pelaporan.

2. Uraian tugas Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

b.

melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun
program kerja Sub Bidang Akuntansi Pelaporan;
menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan
petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Akuntansi
Pelaporan;

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan serta pengembangan
pelaksanaan Akuntansi Pelaporan;

menyusun rancangan perubahan kebijakan akuntansi
pemerintah Daerah, Rancangan perubahan sistem akuntansi
pemerintah daerah serta rancangan kebijakan lain yang
berkaitan dengan penguatan fungsi Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Daerah serta melaksanakan sosialisasi;
melaksanakan fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah baik
Pendapatan, Belanja, Hutang, Piutang, Investasi dan lainnya
atas Pelaksanaan AFBD setiap bulan;

melaksanakan rekonsiliasi dan atas semua bahan/ data yang
terkait dengan almin Laporan Keuangan dan berkoordinasi
dengan Sub Bidang Akuntansi Manajemen sebelum
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Penyusunan Laporan;

g. melaksanakan penyusunan Laporan bulanan, triwulanan,
Semesteran dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnys serta
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah setiap akhir tahun;

h. melaksanakan koordinasi dan pembinaan pada lembaga
Daerah yang melaksanakan Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan dan
Sistem Prosedur pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umum Daerah {(BLUD);

i. melaksanakan pendampingan pelaksanaan pemeriksaan
laporan keuangan Pemerintah Daerah dan
mengkoordinasikan hasil koreksi audit Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah;

j- melaksanakan koordinasi dan pembinaan akuntansi dan

pelaporan pada Perangkat Daerah linglkup Pemerintat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten/ Kota;

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Pimpinan; dan

1. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang
Alnantansi dan Pelaporan.

(2) sub Bidang Akuntansi Manajemen

1

Sub Bidang Akuntansi Manajemen mempunyai tugas
menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi,
koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan di bidang Akuntansi Manajemen.
Uraian tugas Sub Bidang Akuntansi Manajemen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. melaksanakan administrasi dan penyusunan program
kerja Sub Bidang Akuntansi Manajemen;
b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman
dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang
Akuntansi Manajemen;
c. melaksanakan peyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan

pengembangan Pelaksanaan Alkuntansi Manajemen
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serta Pelaksanaan APBD Provinsi bersama dengan
DPRD;

melaksanakan koordinasi dan pembinaan penatausahaan
bendahara penerimaan termasuk bendahara penerimaan
pembantu dan bendahara pengeluaran termasuk bendahara
pengeluaran pembantu di lingkungan Pernerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah dan berkoordinasi dengan Sub
Bidang Akuntansi dan Pelaporan;

melaksanakan penyiapan data pembukuan Bendahara baik
Bendahara Penerimaan maupun Bendahara Pengeluaran
termasuk Badan Layanan Umum Daerah secara berkala
sebagai bahan Penyusunan Laporan;

melaksanakan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) atas pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah dan meminta Laporan Keuangan setiap akhir tahun
sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah dan berkoordinasi dengan Sub Bidang Akuntansi dan
Pelaporan;

melaksanakan  Rekonsiliasi dan  menyiapkan data
Kepegawaian, pembayaran gaji serta berkoordinasi dengan
BKD, Perangkat Daerah dan Bidang Perbendaharaan;

. melaksanakan Rekonsiliasi dan menyiapkan data Aset tetap
dan persediaan secara berkala dan berkoordinasi dengen
Bidang Aset sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah;

menyiapkan data capaian kinerja dan indikator
Pembangunan, pelaksanaan program kegiatan Perangkat
Daerah serta lembaga lainnya dalam rangka penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

melaksanakan monitoring, Evaluasi dan pembinaan tentang
Akuntansi Manajemen atas Pelaksanaan APBD di tingkat
Provinsi, Kabupaten/ Kota;

. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan; dan

melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan
menyampaikan Laporan Pelaksanaan tugas pada Sub Bidang
Aluntansi Manajemen.
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5. Bidang Perbendaharaan

1

Bidang Perbendaharaan mempunyai iugas melaksanakan

perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan,

evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang

Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimeksud pada

ayat (1), Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

a, penyusuntan program  operasional dan pengelolaan
administrasi di bidang Belanja Tidak Langsung, Belanja
Langsung, dan Pengelolaan Kas;

b. perumusan kebijaken telknis di bidang Belanja Tidak
Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas;

c. pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan di
bidang Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan
Pengelolaan Kas;

d. pelaksanaan pengkoordinasian Belanja Tidak Langsung,
Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas;

e. pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan kas daerah,
pemindahbukuan uang kas daerah, dan penatausahaan
pembiayaan daerah;

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang Belanja
Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan
Kas;

g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala
Badan; dan

h. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan
menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas dan
fungsi bidang Perbendaharaan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang

Perbendaharaan dibantu oleh 2 {dua) Sub Bidang yaitu:
(1) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung

1

Sub Bidang Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas
menyiapkan bahan peyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi,
koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan di bidang Belanja Tidak Langsung.

Uraian tugas Sub Bidang Belanja Tidak Langsung sebagaimana
dimaksud ayat (1) meliputi:

a, melaksanaltan pengelolaan administrasi dan menyusan
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program kerja Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;

b. menghimpun peraturan Perundang-Undangan, Pedoman dan
Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang
Belanja Tidak Langsung;

c. melakukan koordinasi dan pembinaan teknis Belanja Tidak
Langsung dengan pihak dan unit kerja/ Instansi terkait;

d. melaksanakan administrasi dalam rangka kesesuajan Surat
Perintah Membayar (SPM) dengan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) atas Belanja Tidak Langsung;

e. melakukan administrasi penerbitan Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D};

{. melakukan adminisirasi penerbitan Surat Keterangan
Pemberhentian Pembayaran (SKPP);

g melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran belanja berdasarkan
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Perangkat
Daerah dan Instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;

h. melaksanakan Pembinaan Kabupaten/Kota;

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Pimpinan; dan

J. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun
dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pada
Sub Bidang Belanja Tidak Langsung.

(2) Sub Bidang BelanjaLangsung
1. Sub Bidang Belanja Langsung mempunyai tugas
menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan,
fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi
terhadap penyelenggaraan Belanja Langsung.
2. Uraian tugas Sub Bidang Belanja Langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) meliputi;

a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun
program kerja Sub Bidang Belanja langsung;

b. menghimpun peraturan Perundang-Undangan,
Pedoman dan Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan
pada Sub Bidang Belanja Langsung;

c. melakukan koordinasi dengan lembaga dan instansi
terkait;

d. melakukan pemeriksaan dan meneliti kelengkapan

dokumen dan menerbitkan Surat Keterangan
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Pemberhentian Pembayaran;

e. melakukan administrasi dalam rangka kesesuaian Surat
Perintah  Membayar (SPM) dengan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) atas belanja langsung:

I melakukan administrasi penerbitan Surat Permintaan
Pencairan dana (SP2D);

g. melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kas
berdasarkan Surat Permintaan Pencairan dana (SP2D)
dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait dalam
rangka pengendalian kas;

h. melakukan pengawasan dan evaluasi kegiatan pada Sub
Bidang Belanja Langsung;

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan;

dan

J. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun

dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pada
Sub Bidang Belanja Langsung;

6. Bidang Pengelolaan Aset Daerah
1. Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan

I

perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi

serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang Perencanaan
dan  Penatausahaan  Aset Daerah, Penghapusan dan
Pemindahtanganan Aset Daerah, dan Pengawasan Aset Daerah,

2 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai fungsi:

a.

Ppenyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi
di bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah,
Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah, dan
Pembinaan serta Pengendalian Aset Daerah;

perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan
Penatausahaan Aset Daeral, Penghapusan dan
Pemindahtanganan Aset Daerah, dan Pembinaan serta
Pengendalian Aset Daerah;

pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan di bidang
Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah, Penghapusan dan
Pemindahtanganan Aset Daerah, dan Pembinaan serta
Pengendalian Aset Daerah;

pelaksanaan pengkoordinasian yang terdiri dari penyusunan
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kebutuhan barang milik daerah, penetapan status barang milik
daerah, pemanfaatan, pemusnahan, pemindah-tanganan dan
penghapusan barang milik daerah, pelaksanaan penilaian
pemanfaatan, pemindahtanganan dan penyusunan neraca
barang milik daerah, dan pengamanan barang milik daerah;
pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang Perencanaan dan
Penatausahaan Aset Daerah, Penghapusan dan
Pemindahtanganan Aset Daerah, serta Pembinaan dan
Pengendalian Aset Daerah;

pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan;
dan

penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan
bahan laporan pelaksanaan tugas bidang Pengelolaan Aset
Daerah,

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Pengelolaan

Aset Daerah dibantu oleh 2 {dua) Sub Bidang yaitu :

(1) SubBidangPerencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah

1

Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah
mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan,
pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi
terhadap penyelenggaraan di bidang Perencanaan dan
Penatausahaan Aset Daerah.

Uraian tugas Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. melaksanakan pengelolaan adminisirasi dan menyusun
program kerja Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan
Aset Daerah;

b. menghimpun Peraturan Perundangan-undangan, pedoman
dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang
Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah;

c. melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis Perencanaan
Dan Penatusahaan Aset Daerah dengan pihak dan unit
kerja/instansi terkaii antara lain penyusunan
kebutuhan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah, penetapan
status Barang Milik Daerah;

d. melaksanakan mengumpulkan bahan pemantauan, dan
evaluasi penggunaan dan pemanfaatan Aset Daerah;

e. melaksanakan Proses administrasi penggunaan dan
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pemanfaatan Aset Daerah;

f. melaksanakan pengumpulan, menganalisa, mengevaluasi,
dan menyusun Laporan mutasi barang, Laporan persediaan
barang, Laporan hasil pengadaan barang dan Laporan hasil
pemeliharaan barang;

g melakukan rekonsiliasi data realisasi belanja dalam rangka
penyusunan Laporan mutasi barang;

h. melakukan bimbingan teknis pada Sub Bidang Perencanaan
dan Penatausahaan Aset Daerah;

i. melaksanakan pembinaan kabupaten/kota;

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Pimpinan; dan

k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tugas Sub Bidang
Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah.

{2} SubBidangPenghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah

1

Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah

mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan,

pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi
terhadap penyelenggaraan di Bidang Penghapusan dan

Pemindahtanganan Aset Daerah.

Uraian tugas Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan

Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun
program  kerja Sub  Bidang Penghapusan dan
Pemnindahtanganan Aset Daerah;

b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan
petunjik teknis pelaksa.naén kegiatan Penghapusan dan
pemindahtanganan asset daerah;

c. melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan
penghapusan dan perubahan status hukum Aset Daerah;

d. menghimpun bahan dan data, menganalisa serta
menyelenggarakan kegiatan koordinasi penghapusan/
perubahan status hukum Aset Daerah;

e. memfasilitasi pelaksanaan penghapusan dan perubahan
status hukum Aset Daerah;

f. melakvukan Pembinaan Sub Bidang Penghapusan dan
Pemindahtanganan Aset Daerah;
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melaksanakan Pembinaan Kabupaten/Kota;

. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Pimpinan; dan

melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang
Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah.
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1.3 ISU-ISU STRATEGIS

Aspek strategis merupakan hal penting dan sangat menentukan

dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi

yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program

pembangunan. Eksistensi sebuah perangkat daerah bergantung sejauh

mana perangkat daerah tersebut mampu menemukan, mengenali dan

merespon aspek-aspek strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan

yang tepat. Aspek strategis yang dapat mendorong pelaksanaan tugas

dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah -

a.

Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

Provinsi Sulawesi Tengah ;

Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota se-

Sulawesi Tengah.

Selain aspek strategis, dalam mengemban tugas dan menjalankan

fungsi pelayanannya, BPKAD dihadapkan pada berbagai permasalahan,
diantaranya dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 1.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

Sulawesi Tengah
No.| Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1 Sumber daya manusia | Masih terbatasnya Perkembangan
vang masih perlu pegawai vang memiliki | teknologi, informasi
ditingkatkan kapabilitas dan aplikasi yang
begitu cepat
2 Sarana dan Prasarana | Sarana dan Prasarana Kapasitas Gedung
kantor yang belum perkantoran yang Kantor yang tidak
memadai, ruangan kurang memadai sesuai dengan
kerja terbatas jumlah pegawai
3 | Percepatan Percepatan tindak kurangnya perhatian
Tindaklanjut atas lanjut serta dari pihak ke tiga,
Hasil temuan penyelesaian hasil perangkat daerah/
pemeriksaan dari BPK | temuan pemeriksaan stakeholder untuk
RI dan APIP serta menyelesaikan
penyelesaian temuan tindak lanjut yang
kerugian daerah yang dimaksud
masih perlu
ditingkatkan
4 | Transisi penggunaan Lambatnya proses Perubahan Regulasi
aplikasi perencanaan pengelolaan keuangan | dan kebijakan
keuangan daerah daerah
5 | Laporan keuangan Penyajian laporan Kurangnya
masing-masing keuangan masing- pemahaman
perangkat daerah masing perangkat pengelola laporan
yang belum akuntabel | daerah belum keuangan dalam hal
dan tepat waktu akuntabel dan tepat Standar Akuntansi
dalam penyajiaannya | waktu Pemerintah (SAP)
pada masing-masing
perangkat daerah




Belum terintegrasinya | Sistem Informasi Informasi

Sistem Informasi Pengelolaan Kenangan | pengelolaan
Pengelolaan Keuangan | Daerah mmlai dard keuangan dan
Daerah mulai dari modul perencanaan, penatansahaan aset
modul persncanaan, penganggaran, yang baru dapat
penganggaran, penatausahaan aset dilihat pada masing-
penatausahaan aset dan masing bidang

dan pertanggungjawaban

pertangpgungjawaban | yang belum terintegrasi

Belum optimalnya Inventatisasi dan Sinkronisasi dan
koordinasi pengamanan aset pengamanan aset
pengelolaan BMD daerah yang tidak yang tidak berjalan
dengan Kabupaten/ efeltif dengan baik

Kota

Inventarisasi dan Belum tertibnya Dokumen asal usul
pengamanan asset pengamanan aset tanah yang belum
tetap belum maksimal lengkap

Sebagaimana. esensi tugas BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah yang
memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah, BPKAD
Provinsi Sulawesi Tengah dihadapkan pada permasalahan-permasalahan
yang bersumber dari sisi eksternal maupun internal. Isu strategis adalah
kondisi atan hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam
perencanaan pembangunan karena dampalmya yang signifikan bagi entitas
(daerah/masyarakat} di masa datang. Isu-isu strategis dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah dapat di identifikasi
sebagai berikut:

1.

Kualitas SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai
kebutuhan pada setiap bidang belum cukup memadai;

. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan di BPKAD Provinsi

Sulawesi Tengah juga masih relatif terbatas, sementara intensitas
kerja dan mobilitas personil sangat tinggi;

Peningkatan koordinasi dan tindak lanjut atas hasil temuan
Pemeriksaan dari BPK RI dan APIP dalam rangka peningkatan
akuntabilitas;

4, Implementasi perubahan regnlasi dengan cepat dan tepat;

Optimalisasi pemanfaatan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
yang terintegrasi dengan Sistern Perencanaan, Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

. Optimalisasi koordinasi pengelolaan keuangan daerah dan barang

milik daerah dengan kabupaten /kota;
Implementasi Akuntansi dan penatausahasn aset berbasis akrual
dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); dan

. Sinkronisasi Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

mulai dari perencanaan, penghapusan, penatausahaan aset dan
laporan BMD.
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1.4 DUKUNGAN SDM, SARANA PRASARANA

1.4.1 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Sumber daya aparatur pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berjumlah 134 orang Pegawai Negeri Sipil
(PNS). Dari segi kuantitas dengan jumlah pegawai tersebut cukup memadai
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, namun dari aspek kualitas dengan
tolak ukur pendidikan formal masih perlu ditingkatkan. Untuk lebih jelasnya
mengenai Sumber daya Aparatur dapat dilihat pada Tabel - Tabel berikut :

TABEL 1.2
DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
BERDASARKAN GOLONGAN
NO URAIAN JUMLAH KETERANGAN
Golongan IV 11 orang
2. | Golongan Il 105 orang
Golongan IT - 19orang |
JUMLAH 135 orang
TABEL 1.3
DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSISULAWESI TENGAH
BERDASARKAN JABATANSTRUKTURAL
NO | URAIAN JUMLAH KETERANGAN
1. | Eselon ILa 1 Orang
2. | Eselon Ill.a 5 Orang
3. | EselonIV.a 9 Orang
4. | Fungsional 5 Orang
- 5. F‘uligéiohal ! IS-b_ré:ng i
Umum /Pelaksana
JUMLAH 135 Orang




TABEL 1.4
DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSISULAWESI TENGAH
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

NO URAIAN JUMLAH KETERANGAN
1. | sLTA : 22 0Orang | =1
2. | Diploma III 2 Orang
3. | S1/DV 72 Orang
8.1 852 39 Orang

JUMLAH 135 Orang
TABEL 1.5
DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSISULAWESITENGAH
BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NO URAIAN JUMLAH KETERANGAN
1. | Laki-Laki 70 Orang
2. | Perempuan 65 Orang

JUMLAH 135 Orang

1.4.2 SARANA DAN PRASARANA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, selain sumber daya
manusia, sarana dan prasarana penunjang mutlak diperlukan oleh BPKAD
Provinsi Sulawesi Tengah di dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya
agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efisien. Adapun
daftar inventaris sarana dan prasarana bagi aparatur BPKAD Provinsi
Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.6
Daftar Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2023
No Jenis Barang Satuan Volume Keterangan/Kondisi
1 | Kendaraan Roda Empat 18 Unit Baik
2 | Sepeda Motor 90 Unit Baik
3 | Kursi Pejabat 12 Buah Baik




4 | Kursi 479 Buah Baik
5 | Meja 80 Buah Balk
6 | Brankas 3 Buah Baik
7 |AC 25 Buah Baik
8 | Lemari 39 Buah Baik
9 | Papan Nama Instansi 3 Buah Baik
10 | Exhause Fan 4 Buah Baik
11 | TV 19 Buah Baik
12 | PC 75 Buah Baik
13 | Leptop 85 Buah Baik
14 i Printer 57 Buah Baik
15 | Scanner 15 Buah Baik
16 | Wireless 1 Buah Baik
17 iCPU 7 Buah Baik
18 | Alat Pengancur Kertas 1 Buah Baik
19 | Dispencer b Buah Baik
20 | Alat Degreening Jeruk Kap 1 Buah Baik
21 | Monitor 5 Buah Baik
22 | Server 3 Buah Baik
23 | Pompa Air 1 Buah Baik
24 | Mesin Absensi 3 Buah Baik
25 | Karpet 14 Buah Baik
26 | CCTvV 3 Buah Baik
27 | Genset 1 Buah Baik
28 | Alat Kesehatan Olahraga 2 Buah Baik
29 | Peralatan Perscnat Komputer 2 Buah Baik
30 | Gerobak Dorong 4 Buah Baik
31 | Vakum Cleaner 3 Buah Balk
32 | Loudspeaker i Buah Baik
33 | Camera Video 2 Buah Baik
34 | Alat Komunikasi Telephone 12 Buah Baik
35 | Mesin Kompresor 1 Buah Baik
36_| Mesin Bor Tangan 1 Buah Baik
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37 | Alat Bengkel Tak Bermesin 1 Buah Baik
38 | Tempat Tidur Kayu 2 Buah Baik
39 | Kasur/Spring Bed 9 Buah Baik
40 | Jam Elektronik 1 Buah Baik
41 | Mesin Pemotong Rumput 2 Buah Baik
42 | Mesin Cudi | Buah Baik
43 | Alat Pembetsih Lainnya 14 Buah Balk
44 | Kipas Angin 1 Buah Baik
45 | Teko Listrik 1 Buah Baik
46 | Rice Cooker 1 Buah Baik
47 | Tabung Gas 1 Buah Baik
48 | Rak Piring Alumunium 1 Buah Baik
439 | Alat Penyimpan Beras 1 Buah Baik
50 | Biender 1 Buah Baik
51 | Presto Cooker 1 Buah Baik
52 | Alat Hiasan 1 Buah Baik
53 | Gorden 1 Buah Baik
54 | Alat Rumak Tangga 1 Buah Baik
55 | Uninterruptible Power Supply 1 Buah Baik
56 | Gerobak Tarik 1 Buah Baik
57 | Mesin Cuci Kendaraan 1 Buah Baik
58 | Digital Multimeter 1 Buah Baik
59 | Alat Ukur Universal 2 Buah Baik
60 | Filing Cabinet Besi 25 Buah Baik
61 | LCD Projector 3 Buah Baik
62 | Kitchen Set 3 Buah Baik
63 | Alat Dapur 2 Buah Baik
64 | Tangga Aluminium 3 Buah Baik
65 | Kamera Udara 1 Buah Batk
66 | UPS 15 KVA for HUB Station 1 Buah Baik
67 | Camera Digital 2 Buah Baik
68 | Hard Disk 4 Buah Balk
69 | Tablet PC 8 Buah Baik
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70 | Peralatan MiniKomputer 5] Buah Baik
71 | Setrika 1 Buah Baik
72 | Alat Pemadam 1 Buah Baik
73 | Rak Besi 43 Buah Baik
74 | Lemari Es 6 Bush Baik
75 | Keyboard 1 Buah Baik
76 | Alat Kantor Lainrrlya 3 Buah Baik
77 | Meubeleur Lainnya 7 Buzh Baik
78 | Sound System 2 Buah Baik
‘ 79 | Video Monitor 1 Buah Baik
80 | Telephone Mobile 1 Buah Baik
81 [Alat Peréga Praktek 2 Buah Baik
82 | Alat Pengamanan Sinyal 1 Buah Baik
83 { Tv Monitor 2 Buah Baik
84 | Bangku Tunggtt 7 Buah Baik
85 | Sofa 8 Buah Baik
86 | Meja Makan Kayu 1 Buah Baik
87 | Meja Rias 1 Buah Baik
88 | Kemputer Unit Lainnya 2 Buah Baik
89 { Komputer Jaringan Lainnya 1 Buzh Baik
90 | Alat Angkutan Darat Bermotor 1 Buah Baik
91 | Rak-Rak Penyimpanan 3 Buzh Baik
92 | Layar Fllm 1 Bush Baik

1.5 TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2022

TABEL 1.7
EVALUASI AKIP TAHUN 2022
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
No Perihal Saran/Rekomendasi Tindak Lanjut
1. | Surat Inspektur Provinsi Rekomendasi:
Sulawesi Tengah Nomoy 1. Perencanzan: 1. Telah dilakukan publikasi
700.1.2.1/262 /8- a. Perencanaan Kinerja Harus di | dokumen  perencanaan
AKIP/PROVVI/2023, Publikasikan Tepat Waktu | padawebsite BPKAD
perihal Laporan Hasil Berdasarkan Permendagri 86
Evaluasi atas Sistem Tahun 2017; 2. Telah dilakukan penilaian
Akuntabilitas  Kinerjal b. Perjanjian = Kinerja  harus | kinerja dengan
Instansi Pemerintaly dipublikasikan tepat wakiu| memberkan reward and
pada Badan Pengelolaan berdasarkan PermenPANRB No | punishment tapi belum
Keuangan dan Ase& 53 Tahun 2014 optimal.
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Daerah Tahun 2022

e. Cascading/Pohon Kinerja yang
Disusun harus dimanfaatkan
dalam Perencanaan Kinerja
Instansi berdasarkan Permen
PANRB No 89 Tahun 2021.

2. Pengukuran Kinerja:

. Memberikan reward  and
punishment sesuai dengan hasil
pengukuran kinerja;

b. Memberikan pemahaman
kepada semua pegawai agar
peduli atas hasil pengukuran
kinerja.

3. Pelaporan Kinerja:

a. Laporan Kinetja yang disusun
harus mengacn pada ketentuan
peraturan perundang-undangan
(Permen PANRB No 53 Tahun
2014), sebagaimana tertuang
dalam Surat Edaran Menteri
PANRB No 5 Tahun 2021
tentang  Pelaporan  Kinerja
Pemerintah Daerah;

b. Laporan Kinerja yang disusun
harus di reviu secara berjenjang;

c. Laporan Xinerja menginfokan
analisis dan evaluasi realisasi
kinerja dengan realisasi ldnerja
di level nasional;

d. Pemanfaatan informasi Kinerja
dilengkapi dengan informasi
yang memadai untuk perbaikan
perencanaan, perbaikan
pelaksanaan  program  dan
kegiatan organisasi, perbailkan
kinerja dan penilaian kinerja.

4. Evaluasi Kinerja:

a, Melakukan dan
Mendolumentasikan  evaluasi
atas pelaksansan rencana aksi ;

b. Melakukan pemantauan
terhadap rencana aksi per
triwnlan dan digunakan untuk
mengendalikan  kinerja  dan
menyusun alternatif perbaikan;

c. Hasil evaluasi rencana aksi
didokumentasikan,
ditindaklanjuti dan dilakukan
monitoring secara tertulis.

3. Telah

. Melakukan

dilakukan
pengendalian, pemantaun
dan melakukan reviu IKU
secara  berkala  dan
melalui laparan capaian
kinerja.

evaluasi
kinerja dilakukan untuk
dapat mengetahui capaian
dan hambatan agar dapat
dilalkukan perbaikan, Dari
pemantauan rencana aksi
secara berkala schingga
terdapat informasi yang
bisa digunakan untuk
mengetahui tingkat
pencapaian dan hambatan
agar dapat  dibahas
bersama sehingga
mendapat alternatif
penyelesaian masalah
serta dilakukan perbaikan
dalam penyajian  data
pada dokumen LAKIP yang
membandingkan data
kinerja yang wmemadai
realisasi tabun ini dan
realisasi tahun
sebeltimnya.
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BABII
PERENCANAAN KINERJA

2.1 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PERANGEKAT

DAERAH

Mendasarkan pada kebijakan umum untuk mencapai tujuan dan
sasaran Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun 2021-2026 berdasarkan Visi : “Gerak Cepat Menuju Sulawesi

Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”, maka ditetapkan 9 Misi

Provinsi Sulawesi Tengah, yaitn :

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah
Melalul Reformasi Sistem Pendidikan dan - Kesehatan
dasar.

2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hokum dan
Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM,

3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Melatui Pemberdayaan Ekonomi Eerakyatan dan
Penguaian Kelembagaan.

4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur
Daerah.

S. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah Yang
Merata dan Berkeadilan.

6. Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam, Antar Sesama
Manusia Sebagail Wujud Pembangunan Berkelanjutan.

7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar
Daerah Bertetangga Sekawan Maupun di Dalam Provinsi
Sulawesi Tengah dan di Luar Provinsi Bertetangga.

8. Meningkatkan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan dan
KResehatan Berbasis pada Teknologi Informasi yang
Integrasi dan Dijalankan Secara Sistematis dan Digital.

9. Mendorong Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) agar
Terjadi Percepatan Desentralisasi Pelayanan dan
Peningkatan Lapangan Kerja dan  Peningkatan
Produktivitas Sektor Unggulan Daerah.

Mengacu pada Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Tengah yang telah
ditetapkan, maka tujuan BPKAD Sulawesi Tengah yaitu :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas {Akuntabel,

Inovatif, Efisien dan Transparan)
Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang
hendak dicapai sebagai berikut:
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PROVINSI SULAWESI TENGAH

TARBEL 2.1
TUJUAN DAN SASARAN INDIKATOR KINERJA BPKAD

INDIKATOR TARGET KINERJA PADA TAHUN
No TUJUAN SASBARAN
KINERJA 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 | Terwnjudnya | Meningkatnya |a. Indeks 62 64 66 68 70,05
tata kelola kualitas Reformasi
pemerintaha | pengelolaan Birokrasi
nyang keunangan dan |b. Kategori WIP | WIP | WTP | WIP | WTP
berkmalitas barang milik Indeks
(Akuntabel, daerah Pengelolaan
Inovatif, Keuangan
Efisien dan Daerah PKD)
Transparan) c. Opini BPFK B C B B B
Terhadap
Laporan
Keuangan
Daerah
2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan juga merupakan rumusan perencanaan
komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah dapat mencapai
tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Hasil analisis sasaran
untuk menentukan faktor kunci keberhasilan dengan didukung data
yang valid dan relevan merupakan prasyarat awal bagi penetapan
strategi. Dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan yang ada,
untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah telah menetapkan strategi dan kebijakan, antara Iain:

A. Strategi

Langkah-langkah strategis yang akan ditempuh adalah sebagai
berikut:

1. Meningkatkan koordinasi
keuangan daerah;

dan evaluasi terhadap pengelolaan
2. Meningkatkan penatausahaan, pengawasan dan pengendalian

pengelolaan barang milik daerah.
B. Kebijakan

Arah kebijakan yang diramuskan didalam pencapaian visi misi

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi
Sulawesi Tengah sebagai berikut ;
1. Melaksanakan penyusunan belanja daerah sesuai dengan program

prioritas daerah.
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2. Melaksanakan rasionalisasi dalam perencanaan penganggaran

daerah

3. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan standarisasi

barang milik daerah

4. Optimalisasi penggunaan dan pengamanan barang milik daerah.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 2.2
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

VISI : Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju.

MISI : Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-

Nilai Kemanusiaan dan HAM.

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Tcrwujudnya Menjngkamya 1. Meningkatkan Melaksanakan
tata kelola kualitas koordinasi dan penyusunan  belanja
pemerintahan pengelolaan evaluasi daerah sesuai dengan
yang berkualitas | keuangan dan terhadap program prioritas
=5 pengelolaan daerah.
(Akuntabel, barang milik heyrangasn
Inovatif, Efisien | daerah dacrak Melikianskan
dan Transparan) rasionalisasi  dalam
perencanaan
penganggaran daerah
2. Meningkatkan Melaksanakan
penatausahaan, penyusunan rencana
pengawasan kebutuhan dan
dan standarisasi  barang
pengendalian milik daerah
pengelolaan
barang  milik Optimalisasi
daerah penggunaan dan
pengamanan barang
milik daerah.

Untuk lebih jelasnya, rencana kinerja BPKAD Tahun 2023 dapat
dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 2.3
RENCANA KINERJA TAHUN 2023
TARGET
No TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA KINERJA PADA
TAHUN 2023

1 2 3 4 5
1 | Terwujudnya tata | Meningkatnya | a. Indeks Reformasi 64

kelola kualitas b. KaBti;;l:;ia;ildeks c

pemerintahan pengelolaan Pengelolaan Keuangan

yang berkualitas | keuangan dan Daerah (IPKD)

(Akuntabel, barang milik s PR Terhadap WTP

Inovatif, Efisien daerah o Ty ——

dan Transparan)
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2.3 STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

Pelaksanaan Program, Keglatan dan Sub Kegiatan yang didanai dari
APBD terdiri 3 Program, 13 Kegiatan dan 69 Sub Kegiatan.

Strukiur program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan
langsung dengan tercapainya sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 maupun program,
kegiatan, dan sub kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikutt:
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2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikater Kinerja Utama pada BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 2.6
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Formula
Indikator Indikator Sumber
No Sasaran Kinerja Sasaran Dat Penanggung
Utama Perangkat ata Jawab
Daerah
1 | Terwujudnya tata | Indeks Pengelolaan Melaknkan Berdasarkan
kelola Pengelolaan, Penginputan, Hasil Evaluasi
pemerintahan Keuangan Daerah Dimensi-Dimensi Badan
yang berkualitas (EPKD} sesuai dengan Penelitian dan Sekretariat
(akuntabel, Permendagri Nomor | Pengembangan
. . . 19 Tahun 2020 Kementrian
inovatif, efisien Dalam Negeri
dan transparan)
2 | Meningkatnya Opini BPK Menyusun Laporan Berdasarkan
Kualitas Terhadap Laporan Kenangan Pemerintah Hasil Evaluasi
pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Badan Bidang Akuntansi
kenangan dan Pemerintah Daerah | Standar Aloantansi Pemeriksa Bidang Aset
berang milik (LKPD) Pemerintah {SAP) Keuangan (BPK)
daerah
3 | Meningkatnya Indeks Reformast Melakukan Penginputan | Berdasarkan
indeks reformasi | Birolarasi berdasarkan Lembar Hasil Evaluasi
birokrasi Kerja Evaluasi (LKE) Inspektorat
Penilaian Mandiri Daerah Sekretariat
Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB}

2.5 Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen

pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai
kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun

tertentut dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain unfuk meningkatkan

alcuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata

komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian

kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur

kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Berikut adalah sasaran kinerja, indikator dan target yang akan
dicapai dalam Tahun 2023:
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TABEL 2.7

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO SASARAN INDIKATRO SATUAN | TARGET
STRATEGIS KINERJA
1. | Meningkatnya a. Indeks Indeks 64
Indeks Reformasi Reformasi
Birgkrasi Birokrasi
Perangkat Daerah
2. | Terwujudnya Tata | b. Indeks Indeks C
Kelola Pengelolaan
Pemerintahan Keuangan
Yang Berkualitas Daerah {IPKD)
{Akuntabel,
Inovatif, Efisien,
dan Transparan)
3. | Meningkatnya c. Opini BPK Opini WTP
Kualitas Terhadap
Pengelolaan Laporan
Keuangan dan Keuangan
Barang Milik Pemerintah
Daerah Daerah (LKPD)

41




BAE III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada
perjanjian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2023 Dari hasil pengumpulan data akan
dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi} sesuai dengan tingkat
capaian kinerja yaitu :

TABEL 3.1
SKALA NILAT PERANGEAT KINERJA

No | Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penialaian Realisasi Kinerja,
1 91% = 100% Sangat tinggi
2 76% < 90% Tinggi
3 66% = 75% Sedang
4 51% = 65% Rendah
5 < 50% Sangat rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengulkuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah
ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah dilakukan dengan membandingkan antara target
kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran
keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah beserta target dan

capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:
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A. MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA
TAHUN INI

Capaian kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan
antara target dan realisasi kinerja pada Tahun 2023. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 3.1.A
PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA
TAHUN 2023
S o T tegis 2o 5 iy .
1. Meningkatnya Indeks 64 - - -
Indeks Reformasi Reformasi menunggu
Birokrasi Birokrasi evaluasi
Perangkat Daerah
2. Terwujudnya Tata Indeks C Masih - - -
Kelola Pengelolaan menunggu
Pemerintahan Keuangan evaluasi
Yang Berkualitas Daerah (IPKD)
(Akuntabel,
Inovatif, Efisien,
dan Transparan)
3. Meningkatnya Opini BPK WTP WTP 100% WTP BPK
Kualitas Terhadap
Pengelolaan Laporan
Keuangan dan Keuangan
Barang Milik Pemerintah
Daerah Daerah (LKPD)

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa dari 3 (tiga)
Indikator kinerja belum ada yang dapat diketahui capaian kinerjanya
karena pada saat penyusunan laporan ini, Indeks Reformasi Birokrasi
masih menunggu Inspektorat Daerah melakukan evaluasi, sedangkan
untuk Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) masih menunggu
evaluasi dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian
Dalam Negeri Republik Indonesia untuk melakukan evaluasi, dan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sudah melewati audit

dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

B. MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN
KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN
TERAKHIR

Realisasi kinerja untuk tahun 2023 hanya satu yang sudah
keluar hasilnya yaitu Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sedangkan
untuk Indeks Reformasi Birokrasi masih menunggu Inspektorat Daerah
melakukan evaluasi, sedangkan untuk Indeks Pengelolaan Keuangan

Daerah (IPKD) masih menunggu evaluasi dari Badan Strategi Kebijakan
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Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk
melakukan evaluasi.

Sebagai bahan perbandingan realisasi kinerja dengan dari tahun
ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 3.1.B
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA BEBERAPA TAHUN

T e T

Meningkatnya Indeks Indeks
Reformasi Birokrasi Reformasi

Perangkat Daerah Birokrasi
Terwujudnya Tata Indeks B [25,6028 32% C B 69,071 100%]| B s
Kelola Pemerintahan | Pengelolaan
Yang Berkualitas Keuangan
(Akuntabel, Inovatif, | Daerah (I[PKD)
Efisien dan
Transparan)

. |Meningkatnya Kualitas| Opini Laporan |WTP| WTP | 100% | WTP | WTP| WTP | 100%| WTP |WTP| WTP | 100%

Pengelolaan Keuangan| Keuangan
dan Barang Milik Daerah
Daerah

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat perbandingan capaian
kinerja pada Tahun 2021 untuk indikator kinerja Indeks Reformasi
Birokrasi mendapatkan nilai 64,59 dengan kategori Baik disandingkan
dengan tahun 2022 Indeks Reformasi Birokrasi mengalami kenaikan
nilai yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dengan nilai
93,02 dengan kategori AA (Istimewa) kenaikan nilai tersebut karena
Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menindak
lanjuti semua rekomendasi/Saran yang dituangkan dalam Laporan Hasil
Penilaian (LHP) PMPRB , Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
Jjuga terjadi Kenaikan tahun 2021 mendapatkan nilai 25,6026 dengan
kategori C sedangkan pada 2022 mendapatkan nilai 69,071 dengan
Kategori B kenaikan ini terjadi karena BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
berkomitmen untuk terus memperbaiki tata pengelolaan keuangan
daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan, dan indikator kinerja
Opini Laporan Keuangan Daerah untuk Tahun 2021 dan 2022
memperoleh opini WTP sesuai dengan target serta untuk Tahun 2023
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Kembali meraih Opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dari BPK-RI .

C. MEMBANDINGEKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN
TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG
TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS
ORGANISASI
Membandingkan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
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perencanaan strategis organisasi dapat dilakukan dengan cara
membandingkan antara capaian kinerja 2021 dengan target akhir pada
dokumen Rencana Strategis BPKAD Tahun 2021-2026. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 3.1.C

TABEL PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN
TARGET JANGKA MENENGAH DI RENSTRA

Indeks Reformasi
Birokrasi Perangkat
Daerah

Indeks Reformasi
Birokrasi

64,59 (B)

70,05

28,43

Terwujudnya Tata
Kelola
Pemerintahan Yang

Indeks Pengelolaan
Keuangan Daerah
(IPKD)

Baik (B)

43,4684

Berkualitas
(Akuntabel,
Inovatif, Efisien dan
Transparanj

3 Meningkatnya
Kualitas
Pengelolaan
Keuangan dan
Barang Milik
Daerah

Opini Laporan WTP WTP WTP WTP

Keuangan Daerah

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa hanya Indikator
Kinerja Opini BPK-RI terhadap LKPD yang sudah ada hasil penilaiannya
selama tiga tahun sedangkan dua Indikator Kinerja lainnya mengalami
kenaikan dari tahun 2021 ke tahun 2022 sedangkan pada tahun 2023

masing menunggu evaluasi dari masing masing Instansi Terkait.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU
PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF
SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Dalam melakukan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, akan tetapi evaluasi juga
dapat dilakukan terhadap faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor
penghambat sehingga kegagalan pada suatu kinerja dapat di

evaluasi suatu kinerja bukan hanya

minimalisir atau pun mendapatkan solusi atas perbaikan kinerja.
Berikut ini dijabarkan penyebab keberhasilan/ kegagalan atau
peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah
dilakukan pada 3 (tiga) sasaran:
a. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat
Daerah
Berikut ini dijabarkan penyebab keberhasilan/ kegagalan

atau peningkatan,/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang
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telah dilakukan untuk meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi
pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:
1. Penyebab Peningkatan Kinerja:
Meningkatnya kinerja pada sasaran ini dapat disebabkan
beberapa faktor. Faktor yang pertama ialah peningkatan
kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dalam menjalankan
tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kenangan dan aset
daerah, hal ini di buktikan dengan BPKAD telah melakukan
berbagai upaya guna mengembangkan kompetensi aparaturnya
dengan membuat Kamus Kompetensi sebagai salah satn dasar
acuan pengembangan kompefensi, dan BPFKAD telah menerapkan
Sistemn Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP} sehingga
BPEAD dalam menyusun perencanaan telah menggunakan
indikator hasil (outcome). Falktor kedua yaitu birokrasi yang bersih
dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam menjalankan
tugas dan fungsi di bidang pengelolasn keuangan dan aset
daerah, hal ini di buktikan dengan BPKAD dalam melaksanakan
tata kelola keuangan sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi
Pemerintah dan juga berhasil mempertahankan opini WTP (Wajar
Tanpa Pengecualian) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) selama 10 tahun berturut-turut, serta mewajibkan
setiap pegawai negeri sipil melaporkan LHKPN dan LHKASN. Faktor
ketiga yaitui peningkatan kualitas pelayanan publik hal ini
dibuktikan dengan telah diterapkan standar pelayanan dan Standar
Operasional Prodesur (SOP), dan telah dibuat beberapa aplikasi
guna memudahkan bagi penerima layanan pada BPKAD, serta telah
dilakukannya Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap
tahunnya.
2. Penyebab Penurunan Kinerja
Penurunan kinerja Reformasi Birokrasi dapat disebabkan karena
faktor Inkapabilitas ASN dan Mentalitas Silo karena rendahnya
kompetensi ASN mempersulit pelaksanaan tugas dan fungei di
BPKAD, bahkan ada ASN yang bersikap resisten dan tidak
memahami tugas dan fungsinya, hal ini diperburuk dengan
mentalitas silo.
3. Alternatif Solusi

Dalam pelaksanaan kinerja yang lebih baik, maka BPKAD
mengambil alternatif solusi adalah sebagai berikut:
a. melaksanakan penerapan kebijakan pelayanan publik

(standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan survey
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keupasan masyarakat) dengan menerapkan kebijakan
pelayanan publik, maka dapat meningkatkan kualitas
pelayanan publik;

b. melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kanal
layanan pengaduan dengan melakukan monitoring dan
evaluasi tehadap layanan pengaduan, maka dapat mengetahui
dan meminimalisir kesalahan atau pelanggaran yang
dilakukan;

c. melaksanakan penerapan digitalisasi pada semua unit kerja
dengan melakukan digitalisasi, maka data yang didapatkan
lebih akurat serta setiap layanan berjalan dengan efektif:

d. Melakukan pengembangan kompetensi ASN BPKAD terutama

dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah.

b. Terwujuduya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas
(Akuntabel, Inovatif, Efisien dan Transparan)}

1. Peningkatan Kinerja
Peningkatan kinerja dapat disebabkan beberapa faktor seperti
Transformasi digital dalam pekerjaan yang dapat membantu
dalam peningkatan kinerja karena lebih memudahkan dalam
melaksanakan tugas dan fungsi BPKAD. Transformasi digital itu
sendiri sangat penting bagi BPKAD, hal ini dibuktikan dengan
tersedianya beberapa aplikasi yang digunakan dalam menunjang
tugas dan fungsi BPKAD di bidang pengelolaan keuangan dan aset
yang merupakan inovasi dari BPKAD itu sendiri. Selain itu,
sarana dan prasana yang menunjang, sumber daya aparatur serta
reward and punishment juga merupakan faktor yang menunjang
dalam peningkatan kinerja.

2. Penyebab Penurunan Kinerja
Penurunan kinerja dapat juga disebabkan karena sarana
prasarana yang kurang memadai, sumber daya aparatur atau
kompetensi yang dimiliki BPKAD yang kurang memadai atau
kurang mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD

dibidang pengelolaan kenangan dan aset.

3. Alternatif Solusi
Dalam pelaksanaan kinerja yang lebih baik, maka BPKAD
mengambil alternatif sclusi adalah sebagai berilait :
a. Peningkatan Sarana dan Prasarana, dengan sarana dan

prasarana yattg baik maka akan meningkatkan kinerja
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aparatur BPKAD;

b. Melakukan pengembangan kompetensi Aaparatur Sipil Negara
BPKAD terutama dalam pengelolaan keuangan dan aset
daerah;

¢. Meningkatkan transformasi digital yang dapat mempermudah
dan mempercepat pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD di
bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

d. Menyusun indikator kinerja yang lebih terukur sehingga lebih
mempermudah dalam pengukuran kinerja.

c. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keunangan dan Barang
Milik Daerah

1, Peningkatan kinerja
Peningkatan kinerja dapat disebabkan beberapa faktor seperti
penggunaan aplikasi dalam pekerjaan yang dapat membantu
dalam peningkatan lkinerja karena lebih memudahkan dalam
melaksanakan tugas dan fungsi BPKAD. Penggunaan aplikasi itu
sendiri sangat penting bagi BPKAD, hal ini dibuktikan dengan
terdapat aplikasi yang digunakan unfuk melakukan pengelolaan
keuangan dan pengelolaan barang milik daerah. Selain itu,
sarana, prasana dan sumber daya aparatar merugpakan faktor
yang menunjang dalam peningkatan kinerja. Sehingga
diharapkan dengan terpenuhinya faktor-faktor di atas dapat
meningkatkan kinerja BPKAD di bidang pengelolaan keuangan
dan barang milik daerah seperti dalam hal penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang merupakan tolak ukuor
dalam pemberian opini BPK terhadap pengelolaan keuangan dan
aset daerah. Apabila pengelolaan keuangan dan barang milik
daerahnya berkualitas maka akan diberikan opini WIP (Wajar
Tanpa Pengecualian) dan hal ini berhasil dipertahankan BPKAD
selama kurnin waktu 10 Tahun berhasil mendapatkan opini WTP
terhadap LKPD Pemerintah Sulawesi Tengah, Terkait dengan
LKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, bukan hanya
tanggung jawab dari BPKAD itu sendiri melainkan merupakan
tanggung jawab dar seluruh perangkat daerah. Tanggungjawab
perangkat daerah bukan hanya dalam penynusunan Laporan
Keuangan yang sesuai dengan Standar Alkuntansi Pemerintah
{SAP) akan tetapi dimulai dari penatausahaan keuangan,
pengelolaan aset dengan baik sehingga bermuara pada laporan

keuangan. Jadi dengan kata lain peningkatan kinerja BPXAD itu
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sendiri didukung juga juga dari faktor eksternal yaitu perangkat
daerah yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Penyebab Penurunan Kinerja

Penurunan kinerja dapat juga disebabkan karena sarana
prasarana yang kurang memadai, sumber daya aparatur atau
kompetensi yang dimiliki Aparatur Sipil Negara dan Pegawai
Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
yvang kurang memadai atau kurang mendukung dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengelolaan keuangan
dan pengeinlaan barang milik daerah. Penyebab penurunan
kinerja juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pengelolaan
keuangan dan barang milik daerah dari seluruh perangkat
daerah.

3. Alternatif Solusi Yang Telah Diambil
Dalam pelaksanaan kinerja yang lebih baik, maka Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengambil alternatif

solusi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana, dengan sarana dan
prasarana yang baitk maka akan meningkatkan kinetja
aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

2. Melakukan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terutama
dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik
daerah;

3. Melakukan inovasi yang dapat mempermudah dan
mempercepat pelaksanaan tugas dan fungsi Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di bidang pengelolaan
keuangan dan pengelolaan barang milik daerah;

4. Melakukan Bimbingan Teknis/ Sosialisasi bagi seluruh
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tengah dalam hal pengelolaan keuangan dan barang
milik daerah.

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
1. EFISIENSI ANGGARAN

Efisiensi sumber daya yang dilakukan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023
terhadap penyerapan anggaran belanja dalam mengukur capaian

kinerja sehingga pencapaian target kinerja Badan Pengelolaan
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Keuangan dan Aset Daerah bisa tercapai dengan penggunaan

anggaran secara efektif dan efisien, sebagaimana dilihat pada tabel
berikut ini:

TABEL 3.1.E
EFISIENSI SUMBER DAYA DAN REALISASI ANGGARAN

Tujuan/
Sasaran

Indikator Kinerja

Anggaran

Target

Reallsast

Capalan
(%)

Anggaran {Rp}

Realisasi (Rp)

Capalan
{%)

Efisiensi

Meningkatnya
Kualitas
Pengelolaan
Keuangan dan
Barang Milik
Daerah

106%

Rp
788.800.073.910

Rp
751,447.742.868

55,26%

4,74%

Terwujudnya
Tata Kelola
Pemerintahan
Yang
Berkualitas
{Akuntabel,
{novatif,
Efislen dan
Transparan)

Menunggu
Evaltrasi

Rp
788.800.073.910

Rp
751.447.742.868

85,26%

4,74%

Meningkatnya
Indeks
Reformas!
Birokrasi
Perangkat

Daerah

64

Menunggu
Evaluasi

Rp
295.701.752.237

Rp
123.057.232.080

41,48%

58,52%

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat capaian kinerja belum ada,
maka hasil pengukuran tingkat efisiensi dapat dijelaskan sebagai

berikut:

1. Dari sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan

dan Barang Milik Daerah” capajan kinerja mendapatkan Opini
WTP dari BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah. Realisasi penyerapan anggaran sebesar 95.26%.

-Dari sasaran “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang

Berkualitas {Akuntabel, Inovatif, Efisien dan Transparan)”
capaian kinerja belum ada karena masih menunggu dibukanya
sistem aplikasi untuk pengisian dimensi oleh Badan Penelitian
dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia dan untuk realisasi penyerapan anggaran sebesar
95.26%.

.Dari sasaran “Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi

Perangkat Daerah” capaian kinerja belum ada karena masih
menunggu inspekiorat daerah melakukan evaluasi terhadap
pelaksanaan reformasi birckrasi di BPKAD dan untuk realisasi
penyerapan anggaran sebesar 41,48%.
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F. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG
KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN

PERNYATAAN KINERJA

Pada tahun 2023, Badan Pengelolaan Keunangan darn Aset Daerah

Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan 1 Program Penunjang dan 2

Program Prioritas serta 13 Kegiatan dan 69 Sub Kegiatan sesuai dengan

dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 3.1.F

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG
KEBERHASILAN/KEGAGALAN
PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

NO

PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA
PROGRAM DAN KEGIATAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Indeks Reformasi birokrasi
perangkat daerah

1 Perencanaan Penganggaran,dan

Evaluasi Kinerja Perangkat daerah

Nilai SARIP Perangkat Daerakl

Penyusunan Dokumen Perencanaan

Jumlah Dokumen perencanaan

Perangkat Daerab perangkat daerah
Koordinasi dan Penynsunan Dokumer: Jumlah Dokumen RKA-SKFD dan
RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan

Dokumen RKA-SKPD

Koordinasi dan Penynsunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perubahan
RKA-SKFD

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
Laporan Hasil Keordinasi Penyusunan
Dokumen DPA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
DPA-SKPD

Jumlah Dolkumen Perubahan DPA-
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perubahan
DPA-SKPD

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah dokumen evaluasi kinerja
Perangkat Daerah

Adminigtrasi Keuangan Perangkat
Daerah

Pergsentase Realisasi Anggaran

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan
Tugas ASN

Jumiah Dokumen Hasil Penyediaan
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Pelaksanaan Penatansahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan
Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan

SKFD Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan Akhir

Keuangan Akhir Tahun SKPD Rahun SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan

Tanggapan Pemeriksaan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Pemneriksaan
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Koordinasi dan Penyusunan laporan
Keuangan
Bulanan /Triwulan /Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulan/ S8emesteran SKPD
dan Laporan Koordinasi Penyansunan
Laporan Kenangan Bulanan /Triwualan/
Semesteran SKPD

Penyusunan Pelaporan dan analisis

Jumiah Dokumen Pelaporan dan

Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3 Administrasi Kepegawaian Perangkat | Indeks Kepuasan Masyaralat (IKM)

Daerah

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Paket Paksaian Dinas Beserta

Atribut dan Kelengkapannys Atribut Kelenghkapan

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan
dan Pelatihan

Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan

Jumlah Orang Yang Mengilkuti
Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan

Bimbingan Teknis Impiementasi
Peraturan Perundang-Undangan

Jumiah Orang yang Mengilauti
Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan

4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indeks Kepnasan Masyarakat {IKNM)

Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang Disediakan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Jumlah Paket Peralatan dan

Kantor Perlengkapan Kauntor yang Disediakan

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah
Tangga yang Disediakan

Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang cetakan dan

Penggandaan penggandaan yang Disediakan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKFD

Jumlah Lapcran Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5 Pengadaan Barang Milik Daerah
Penuniang Urnsan Pemerintak Daerah

Indeks Kepnasan Masyarakat (IKM)

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumiah Unit Kenderaan Perorangan
Dinas atan Kenderaan Dinas Jabatan
vang Disediakan

Pengadaan Mebel

Jumlah Mebel yang Disedialcan

Pengadaan Aset Tetap Lainnya

Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang
Disediakan

Pengadaan Gedung Kantor atau

Jumlah Unit Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan
6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa komunikasi,Sumber
daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komumikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan

Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan

7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urnsan Pemerintah Daerzh

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya
Pemeliharaan dan pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atan Kendaraan Dinas
Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kenderaan Dinas Jabatan yang
Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya




Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan. Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

Jumiah Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan yang Dipelihara dan
Dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/ Dirchabilitasi

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atan
Bangunan Lainnya yang Dipelihara/
Direhabilitasi

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH

Pregentase Pengelolaan Kenangan
Daerah Sesuai Stapdar

1

Koordinasi dan Penyusunan Rencana
Anggaran Daerah

Persentase tersedianya doknmen/
Laporan penyusunan rencana
anggaran daerah

Koordinasi dan Penyusunan KUA dan
FPAS

Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang
Disusun

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
KUA dan Perubshan PPAS

Jumilah dokumen Perubahan KUA dan
perubahan PPAS yang Disusun

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi
RKA-SKPD

Jumlah RKA-SKFPD yang Diverifikasi

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikast
Perubshan RKA-SKPD

Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang
Diverifikasi

Koordinast, Penyusunan dan Verifikasi
DPA-SKPD

Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi

Kaordinasi, Penyusunan dan Verifikasi
Perubahan DPA-SKPD

Jumlah Perubahan DPA-SKFD yang
Diverifikasi

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan
daerah Tentang Perubahan APBD dan
perubahan Kepala Daerah Tentang
Penjabaran Perubahan APBD

Jumlah Peraturan Daerah tentang
APBD dan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD

Koordinasi dan Penyusunan Regulasi

Jumlah Dokumen Regulasi serta

Serta Kebijakan bidang Anggaran Kebijakan Bidang Anggaran

Pembinaan Perencanaan Penganggaran | Jumlah Orang yang Mengikuti

Daerah Pernerintah Provinsi Pembinaan Perencanaan Penganggaran
Daerah Pemerintah Provinsi

Pembinann Pengelolaan Keuangan
Daerch Kabnpaten/EKota

Persentase tersedianya dokumen
dalam Pembinaan Pengelclaan
Kenangan Daerak Kabupaten /Kota

Evaluasi Rancangan Peraturan daerah
Tentang APBD Kabupaten /Kota dan
rancangan Peratiuran Kepala daerah
Tentang Penjabaran APBD

kabupaten /Kota

Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan
Peraturan Daeral tentang APBD
Kabupaten/Kota dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD Kabupaten fKota

Evaluasi Rancangan Peraturan daerah
Tentang Perubahan APBD
Kabupaten/Kota dan rancangan
Peraturan Kepala Daerah Tentang
Penjabaran Perubahan APBD
Kabupaten fKota

Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD Kabupaten /Kota dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Pembahan APBD
Kabupaten/Kota
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Koordinasi dan Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah

Persentase tersedianya dokumen/
laporan pengelolaan kabupaten/
kota

Koordinasi dan Pengelolaan Kas daerah

Jurnlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Pengelolaan Kas Daerah

Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian
dan Penerbitan Angparan Kas dan SPD

Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian
dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

Penatausahaan Pembiayaan Daerah

Jumlah Dokumen Hasil
Penatausahaan Pembiayaan Daerah

Koordinasi, Fasilitasi, asistensi,
Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan
Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan
dan Dana Transfer Lainnya

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,
Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi
Pengelolaan Dana Perimbangan dan
Dana Transfer Lainnya

Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran
Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan
dan Penyetoran Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK]

Jumlah Laporan Realinsasi
pencrimaan dan pengeluaran Kas
Daerah, Laporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan
dan Penyetoran Perhitungan Fihak
Ketiga [PFK] dan Laporan Hasil
Koordinasi dalam Rangka Penyusunan
Laporan Realisasi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah, laporan
Aliran Kas, dan. Pelaksanaan
Pemungntan /Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga
(PFK)

Koordinasi Pelalksanaan Piutang dan
Utang Daerah Yang Timbul Akibat
Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis
Pembiayaan dan Penempatan Uang
Daerah Sebagai Optimalisasi Kas

Jumish Dokumen Hasil Koordinasi
Pelaksanaan Piutang dan Utang
Daerah yang Timbul Akibat
Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis
Pembiayaan dan Penempatan Uang
Daerah sebagai Optimalisasi Kas

Rekonsiliasi data Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Serta Pemmungutan dan
Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi
Terkait

Jumlah Dokurnen Hasil Rekonsiliasi
Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas
serta Pemungutan dan Pemotongan
atas SP2D dengan Instansi Terkait

Penynsunan Petunjuk Teknis
Administrasi Keuangan yang Berkaitan
dengan Penerimaan dan Pengeluaran
Kas Serta Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

Jumlah Petonjuk Teknis Administrasi
Keuangan yang Berkaitan dengan
Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta
Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

HKoordinasi dan Pelaksanaan
Abuntansi dan pelaporan Kenangan
Daerah

Persentase tersedianya doknomen/
laporan pelaksanaan altuntansi dan
pelaporan keuangen daerah,

Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset,
Kewajiban,Ekuitas, Pendapatan,
Belanja,Pembiayaan, Pendapatan -LO,
dan Beban

Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi
dan Verifikasi Aset, Kewajiban,
Ekuitas, Pendapatan,
Belanja,Pembiayaan, Pendapatan-LO,
dan Beban

Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD,
BLUD dan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan Keuangan
SKPD,BLUD dan Laporan Keuangan
Pemerintah Daeralt yang
Terkonsolidasi
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Koordinasi dan Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah Tentang
Pertangpuingjawabarn Pelaksanaan APBD
Provinsi dan Rancangan Peraturan
Daerah Kepala Daerah Tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi

Jumlah Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran
Pertangpungjawaban Pelaksanaan
APBD Provinsi

Penyusunan Sistem dan Prosedur
Almuntansi dan Pelaporan Kenangan
Pemerintah Daerah

Jumtiah Sistem dan Prosedur
Akuntansi dan Pelaporan Kenangan
Pemerintah Daerah

L] Urusan Kewenangan Pengelolaan
Keuangan Daerah

Persentase tersedianya dokumen/
laporan penunjang arusan
kewenangan pengelolaan kenangan
daerah

Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan
Penerimaan Pinjaman Pemerintah
Daerah

Jumlah Laporan Hasil Analisis
Perencanaan dan Pelaksanaan
Penerimaan Pinjaman Pemerintah
Daerah

Penynsunan Kebijakan dan Alokasi
Subsidi

Jurnlah Laporan Hasil Penyusunan
Kebijakan dan Alokasi Subsidi

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH

Presentase Pengolahan Barang Milik
Daerah Sesunai Standar

1 Pengelolaan Barang Milik Daerah,

Persentase tersedianya bukn/ SK/
Dolcumen/ Laporan pengelolaan BMD

Penyusunan Standar Harga

Jumlah Standar Harga yang Disusun

Penyusunan Rencana Kebutuhan
Barang Milik Daerah

Jumlah Rencana Kebutuhan Barang
Milik Daerah

Penatatisahaan Barang Milik Daerah

Jumlah Laporan Penatausahaan
Barang Milik Daerah

Inventarisasi Barang Milik Daerah

Jumtah Laporan Hasil Inventarisasi
{LHI) Barang Milik Daerah

Pengamanan barang Milik Daerah

Jumlah Laporan Hasil Pengamanan
Barang Milik Daerah

Penilaian Barang Milik Daerah

Jumlah Laporan Hasil Penilaian

Barang Milik Daerah dan Hasil
Koordinasi Penilaian Barang Milik
Daerah

Pengawasan dan pengendalian
Pengelolaan Batang Milikk Daerah

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan
dan Pengendalian Pengelolaan Barang
Milik Daerah

Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,
Pemindatanganan, Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Milik Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi
Penggunaan, Pemanfaatan,
Pemindatanganan, Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Milik Daerah

Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan
Laporan Barang Milik Daerah,

Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi
dalam Rangka Penyusunan Laporan
Barang Mililc Daerah

Penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah

Jumlah Laporan Barang Milik Daerah
vang Disusun

Pembinaan Pengelolaan Barang Milik
Daerah Pemerintah kabupaten /Kota

Jumlah Orang yang Mengikuti
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik
Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota

Berdasarkan Tabel diatas dapat kita lihat Program, Kegiatan,

dan Sub Kegiatan beserta Indikator Kinerjanya sehingga kita dapat

mengetahui indikator apa saja yang ingin dicapai.

Sementara untuk Tabel analisis program fkegiatan yang

menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan

kinerja dapat dilihat sebagai berikut:
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1. ANALISIS PENYEBARB KEBEERHASILAN TERCAPAI DAN TIDAK
TERCAPAI
a. Analisis Penyebab Keberhasilan Tercapai

Penyebab Keberhasilan Tercapai karena beberapa Faktor yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas melalui Pendidilkan dan Pelatihan
bagi Aparatur Sipil Negara;

2. Melaksanakan akuntabilitas kinerja dalam menjalankan
tugas dan fungsi;

3. Birokrasi yang bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan
nepotisme dalam berkerja sehingga tidak terjadi conflict of
interest;

4. Peningkatan kwualitas pelayanan publik hal ini dibuktikan
dengan telah diterapkan Standar Pelayanan dan Standar
Operasional Prodesur {SOPF), dan telah dibuat beberapa
aplikasi guna memudahkan bagi penerima layanan pada
BPKAD.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan Tidak Tercapai

Penyebab Keberhasilan Tidak Tercapai disebabkan karena
beberapa faktor yaitu:

1. Inkapabilitas Aparatur Sipil Negara;

2. Mentalitas Silo;

3. Rendahnya kompetensi ASN mempersulit pelaksanaan tugas
dan fiingsi di BPKAD;

4. Aparatur Sipil Negara yang bersikap resisten dan tidak
memahami tugas dan fungsinya.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang
efektif, transparan dan akuntabel maka penggunaan anggaran yang
efektif dan efisien perlu dilakukan serta penggunaan anggaran yang
dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran {DPA) Perubahan Tahun 2023, BPKAD mendapatkan alokasi
anggaran sebesar Rp. 1.085.501.826.147 dan realisasi anggaran sebesar
Rp. 874.504.974.948.

Pengulcuran dilakukan dengan membandingkan penjumlahan
dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian
keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumiahan dari
perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Hal ini
sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas
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Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/ Lembaga.
Untuk mengukurnya dapat dilihat berikut i :

- RA 0
P pa X 100%

Penyerapan anggaran
Alrummilasi Realisasi Anggaran
Akumulasi Pagn Anggaran

_ 874.504.974.948 o 00 o
1.085.501.826.147

[l

= 80.56 %
Untulk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat bahwa Pagu Anggaran
Badan Pengelolaan Xeuangan dan Aset Daerah  sebesar
1.085.501.826.147 dan yang dapat terealisasi hanya sebesar
874.504.974.948 dengan persentase realisasi Anggaran pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada
Tahun 2023 sebesar 80,56%. Hal ini disebabkan pada sub kegiatan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara yang terealisasi
hanya sebesar 38,15% dikarenakan gaji Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) yang tidak terealisasi.
3.3 INOVASI
Dalam mendukung kinerja BPKAD, BPKAD mmembuat terobosan
dalam pengelolaan data dan pelaksanaan kinerja pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

sebagai berikut:

1. Aplikasi Web E-Monitoring yang bertujuan untuk memonitor dan
mengonirol anggaran semua QPD.

2. Aplikasi SIREVA (Sistem Informasi Pemantauan Evaluasi) yang
bertujuan untuk mengoptimalisasi Evaluasi pertanggungjawaban
RANPERDA dan RANPERKADA APBD Kab/Kota.

3. Website (https://nogunambara.provsuiteng.id), websiten ini berisi
informasi terkait pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yvang
dapat diakses oleh pejabat penatausahaan Barang Milik Daerah
OFD, pengurus barang OPD dan pihak lain. Informasi tersebut
berupa peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan Barang
Milik Daerah (BMD} yang bertujuan memberikan kemudahan bagi
siapa saja umiuk memperoleh informasi terkait
mekanisme /prosedur pelaksanaan penatausahaan BMD.

4. Modul Digital Pemanfaatan Aset Daerah “PogunaMbara” Sulawesi
Tengah. Medul ini merupakan panduan pelaksanaan pemanfaatan
aset daerah, yaitu pinjam pakai, sewa BMD, kerjasama pemanfaatan
BMD (KSPF), bangun guna serah/bangun serah guna (BGS/BSG),
dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPIl. Modul ini
berbentuk digital schingga lebih mudah untuk diperoleh, paperless,
dan dapat dipelajari/dipedomani kapan saja, dimana saja (modul
dapat diakses di (hitps://nogunambara.provsulteng.id). Judul
modul ini diambil dari kaili ledo dengan tujuan mengangkat nilai
kearifan local sehingga aneka ragam budaya yang kita miliki dapat
dijaga dan dilestarikan bersama. “PogunaMbara” (Harta yang
melimpah ruah) merupakan akronim dan Popatotosi Noguna Ntoto
Mbara. Mbara (pedoman pemanfaatan barang) sehingga modul ini
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10.

3.4

akan jadi lebih familiar ditelinga warga Sulawesi Tengah.

Aplikasi E-SPM (Elektornik SPM) yang memiliki fungsi sebagai
sistem informasi didalam mengelola dan memverifikasi dokumen
SPM secara digital. Aplikasi E-SPM dapat diakses melalui Web
Aplication dan Android. Aplikasi tersebut bertujuan mengelola dan
menyimpan data transaksi SPM, memproses data menjadi Iebih
muda dan efisien, melakukan kontrol secara tepat terhadap
dokumen SPM yang akan dicairkan, menghemat biaya dan juga
waktu terhadap kinerja OPD serta penyajian data yang sisteratis
dan akurat.

Aplikasi SADAV merupakan aplikasi yang digunakan dalam
melakukan evaluasi APBD Kabupaten/ Kota

Aplikasi SIPANDA (Sistem Informasi Penghapusan Barang Milik
Daerah} merupakan aplikasi yang digonakan dalam rangka
percepatan proses penghapusan secara online dengan website
sipanda.sultengprov.go.id

Aplikasi SIMPAN (Simpan Informasi Persediaan} merupakan Sistem
yang dibangun agar OPD menginput persediaan barang yang ada di
OrPD

E-REK BOS {Elektronik Rekonsiliasi Bantuan Operasional Sekolah)
merupakan systern yang dibangun untuk proses rekonsiliasi
realisasi pendapatan dan belanja dana bos

E-Real merupakan sistem vang dibangun untuk melakukan
rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja Perangkat Daerah
lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

PENGHARGAAN

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah mendapatkan
Penghargaan sebagai berikut:

1. Penghargaan SAKIP AWARD dari Gubernur Sulawesi Tengah
diperolelh Tahun 2023 karena dalamn Evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD mendapatkan
Nilai 85,65 dari nilai maksimum 100 dengan kategori A.
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4.1.

4.2,

BAB IV
PERUTUP

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daersh
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 merupakan salah satu wujud
pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja yang telah ditetapkan
dalam perjanjian kinerja Tahun 2023. Selain itu Laporan Kinerja juga
merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dalam penyelenggaraan
pemerintahan dibidang keuangan dan aset daerah. Penyusunan Laporan
kinerja juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan sarana
penilaian kinerja suatu organisasi dalam kurun wakiu tertentu. Penilaian
kinerja juga dapat dijadikan saran/ pertimbangan terhadap
penyempurnaan perencanaan anggaran, penyusunan program kegiatan,
pelaksanaan kegiatan, penatansahaan dan laporan
pertanggungjawaban.

Pada Tahun 2023 ini, realisasi anggaran BPKAD mencapai 80,56%
sedangkan untuk capaian realisasi kinerja ada dua yang belum dapat
diukur karena masih menunggu evaluasi dari inspektorat provinsi untuk
indikator indeks reformasi birokrasi, dan untuk indikator indeks
pengelolaan keuangan daerah (IPKD) menunggu dibukanya penginputan
dimensi-dimensi, dan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah
daerah (LKPD) telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTF).

RENCANA TINDAKLANJUT

Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dan
sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja, maka BPKAD Provinsi
Suiawesi Tengah perlu melakukan :

1. Transformasi digital dalam semua layanan sehingga lebih
memudahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui kegiatan diklat dan
bimtelk;

3. Perbaikan sarana dan prasarana kantor guna menunjang kinerja
pegawai;

4. Pemberian reward and punishment bagi pegawai sehingga diharapkan
dapat meningkatkan kinerja.

78




